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ABSTRACT - This study discusses the concepts of demand, supply, and market
welfare from an Islamic perspective, emphasizing the role of consumer surplus and
producer surplus as indicators of market equilibrium. Market welfare is determined
not only by the free interaction between consumers and producers, but also by
government policies in maintaining fairness and price stability through price
controls, taxes, and subsidies. In an Islamic economic perspective, government
intervention in prices is known as Tas'ir, namely price setting to prevent detrimental
practices such as monopoly, hoarding, and market exploitation. This study uses a
literature study approach to analyze various economic concepts and policies
related to market welfare. The results of the discussion indicate that the
implementation of maximum prices, minimum prices, taxes, subsidies, and tasir
plays an important role in maintaining welfare and realizing social justice in
economic activities. Thus, market welfare in Islam is not only oriented towards
economic efficiency, but also on the equitable distribution of benefits and protection
for all market players.

ABSTRAK - Studi ini membahas konsep permintaan, penawaran, dan
kesejahteraan pasar dalam perspektif Islam dengan menekankan peran surplus
konsumen dan surplus produsen sebagai indikator terciptanya keseimbangan
pasar. Kesejahteraan pasar tidak hanya ditentukan oleh interaksi bebas antara
konsumen dan produsen, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga
keadilan dan stabilitas harga melalui pengendalian harga, pajak, dan subsidi.
Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi pemerintah terhadap harga dikenal
dengan istilah Tas'ir, yaitu penetapan harga untuk mencegah praktik yang
merugikan seperti monopoli, penimbunan, dan eksploitasi pasar. Studi ini
menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai konsep dan
kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan pasar. Hasil
pembahasan menunjukkan bahwa penerapan harga maksimum, harga minimum,
pajak, subsidi, dan tasir berperan penting dalam menjaga kemaslahatan serta
mewujudkan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian,
kesejahteraan pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi,
tetapi juga pada pemerataan manfaat dan perlindungan terhadap seluruh pelaku
pasar.
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Permintaan dan penawaran adalah komponen penting dalam kegiatan ekonomi,
karena keduanya yang menentukan bagaimana pasar bekerja dan bagaimana
kesejahteraan pasar tercapai. Di dalam pasar persaingan sempurna kekuatan permintaan
dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Permintaan menggambarkan

JKAM: Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Vol. 1, No. 2 [2026].


mailto:gusti.amei.amanda@gmail.com

keinginan konsumen sedangkan penawaran menggambarkan keinginan produsen
(Matondang et al., 2024). Untuk menilai apakah suatu pasar bisa dikatakan sejahtera,
diperlukan suatu sistem surplus ekonomi. Surplus ekonomi digunakan untuk
menganalisis apakah suatu struktur pasar dapat memberikan keadaan ekonomi yang
secara sosial optimal atau sejauh mana suatu struktur pasar mampu menyejahterakan
masyarakat. Pada teori ekonomi, surplus ekonomi terbagi menjadi dua entitas kuantitatif
yaitu surplus konsumen dan surplus produsen (Atika & Harahap, 2025).

Dalam menciptakan kesejahteraan pasar, pemerintah juga ikut berperan dalam
melindungi konsumen dari harga yang tinggi. Dengan ini pemerintah menerapkan
kebijakan harga maksimum atau harga tertinggi dan kebijakan harga minimum atau
Harga Eceran Terendah (Ceiling Price and Floor Price), agar produsen tidak semena-
mena menaikkan harga jual. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan sistem pajak
dan subsidi, Menurut Turmudi, sistem perpajakan yang terbaik dalam Islam adalah sistem
yang menjamin keuntungan sosial terbanyak, suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi
suatu masyarakat dapat ditingkatkan (Daryanti et al., 2024). Namun disisi lain,
pemerintah juga menerapkan sistem subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen merasa
biaya produksinya menjadi lebih kecil sehingga produsen bersedia menjual produk
dengan lebih murah dan harga jual barang akan menurun. Hal tersebut membuat
Keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri bawah (Muhiban et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi pemerintah terhadap harga ini dikenal
dengan istilah Tas ’ir, yaitu menentukan harga atau kesepakatan atas suatu harga (al ittifag
‘ala si’rin) (Firmansyah, 2023). Konsep 7as ’ir hadir sebagai instrumen pelengkap untuk
memastikan bahwa surplus konsumen dan produsen tetap berada pada koridor keadilan,
terutama ketika mekanisme pasar alami terganggu oleh praktik kecurangan seperti
penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Meskipun pada dasarnya Islam menjunjung tinggi
kebebasan harga berdasarkan keridaan kedua belah pihak, penerapan Tas’ir menjadi
krusial sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat luas agar keseimbangan pasar yang
tercipta tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip kemaslahatan
(maslahah) dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk
mengkaji berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep penawaran, permintaan,
kesejahteraan pasar, pengendalian harga, pajak, subsidi, serta konsep tas’ir dalam
persfektif islam. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
mengkonsolidasikan hasil penelitian, terdahulu secara sistematis sehingga diperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai kesejahteraan pasar dalam ekonomi islam.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Surplus Ekonomi”,
“Pengendalian Harga” dan “Penetapan Harga” mengumpulkan artikel terkait tema sejenis
yang masuk dalam data Scopus sepanjang tahun 2025. Tahap kedua, melakukan
pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang
berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya mensejahterakan pasar. Sebanyak
49 artikel berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan
artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema
penelitian, penulis, serta fokus kajian yang digunakan. Terakhir, penelitian ini
mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:
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1) Bagaimana surplus ekonomi dan surplus produsen berpengaruh terhadap
menciptakan kesejahteraan pasar?

2) Bagaimana kebijakan pemerintah seperti Ceiling Price, Floor Price, pajak dan
subsidi berpengaruh terhadap keseimbangan pasar?

3) Mengapa konsep Tas’ir dalam persfektif islam penting dalam menjaga keadilan
pasar?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surplus Konsumen dan Surplus Produsen

Surplus adalah keuntungan atas kelebihan dari yang diperkirakan. Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan (Maharani & Dzikra, 2021). Konsumen dibagi ke dalam tiga
kelompok, yaitu:

1. Kelompok konsumen supermarginal, yaitu konsumen yang kemampuan beli
nya di atas rata-rata harga pasar. Konsumen ini menganggap bahwa membeli
adalah salah satu bagian dari pamer kekayaan.

2. Kelompok konsumen marginal, yaitu konsumen yang kemampuan beli nya
sama dengan harga pasar. Kelompok ini adalah konsumen yang palin
rasional.

3. Kelompok konsumen submarginal, yaitu konsumen yang kemampuan beli
nya di bawah harga pasar. Konsumen ini adalah yang paling realistis dalam
membelanjakan uangnya (Efrianto & Supandi, 2023).

Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena
membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar, atau selisih
antara harga yang bersedia dibayar dengan harga actual (Simatupang et al., 2025).
Menurut Sabinus, surplus konsumen adalah kondisi saat harga yang dibayar konsumen
untuk sebuah produk barang atau jasa kurang dari harga yang sebetulnya konsumen
bersedia untuk bayar. Ketika membayar lebih sedikit, tentu saja ini manfaat yang
diperoleh oleh konsumen(Beni & Manggu, 2022).

Konsumen mengalami surplus apabila harga yang dibayarkannya untuk
mendapatkan sejumlah komoditi lebih rendah dari yang diperkirakan atau dari yang
mampu dibayarkannya dan Konsumen untung karena membayar kurang dari seharusnya
dan produsen untung karena menerima lebih dari yang seharusnya(Efrianto & Supandi,
2023). Menurut pangestu, konsumen dapat memaksimalkan pembelian atau melakukan
pembelian barang lain karena kesediaan membayar konsumen lebih besar dibandingkan
dengan harga yang dibayarkan atau terjadi surplus konsumen(Beni & Manggu, 2022).
Besarnya surplus bergantung pada berapa banyak jumlah produk yang dibeli dan
dikalikan dengan selisih harga. Untuk mencapai surplus konsumen, pemerintah juga
menerapkan kebijakan berupa peningkatan subsidi terhadap barang yang dipasarkan.
Penurunan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari perubahan surplus konsumen
maupun produsen dan adanya kehilangan atau Dead-Weight Loss (DWL), baik dari
produksi maupun konsumsi(Inayah, 2020).
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Produsen adalah orang yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan
konsumen. Yaitu besarnya manfaat yang diterima oleh produsen, selisih antara harga
yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam memproduksi
keluaran(Wijayanto et al., 2021). Surplus produsen menjelaskan harga jual yang diterima
produsen lebih besar dari harga mereka yang bersedia untuk menerimanya(Beni &
Manggu, 2022). Apabila terjadi kesepakatan tentang harga dan kuantitas antara penjual
dan pembeli maka keseimbangan akan terjadi. Pada harga keseimbangan
menggambarkan harga yang disetujui oleh produsen maupun konsumen. Daerah yang
menggambarkan kesediaan produsen melepaskan barangnya disebut dengan surplus
produsen, sedangkan daerah yang menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli
disebut surplus konsumen(Atika & Harahap, 2025).

Untuk mencapai surplus produsen pemerintah juga menerapkan kebijakan
jaminan harga berupa kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk menciptakan
keseimbangan pasar, diperlukan dua surplus ekonomi tersebut yaitu surplus konsumen
dan surplus produsen. Agar surplus produsen dan konsumen terjadi secara merata,
diperlukan gabungan antara kebijakan subsidi dan kebijakan kenaikan harga pembelian
pemerintah (HPP) dalam kegiatan ekonomi. Penetapan HPP dan HET dimungkinkan
untuk satu tahun. Apabila sewaktu-waktu harga pasar di atas HPP atau HET, maka
Pemerintah dapat menetapkan batas toleransi harga maksimal yang dapat dibeli atau
didapatkan oleh pemerintah dengan menawarkan harga eceran tertinggi di mana
Pemerintah dapat mengintervensi pasar. Mengingat kebijakan HET umumnya diterapkan
pada komoditas yang rantai pasoknya dikelola oleh Pemerintah, maka efektivitas
kebijakan HET ini perlu terus dikaji ulang demi pengendalian harga yang stabil(Rozci &
Inti, 2024).

Pengendalian harga (Ceiling Price Dan Floor Price)
Ceiling Price (Harga Eceran Tertinggi)

Menurut Yustiloviani Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga
tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga
maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi atau Ceiling Price batas tertinggi
harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga
maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati
harga yang tidak terlalu tinggi(Gaussian & Alghifari, 2025). Harga eceran tertinggi
merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melindungi konsumen.
Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi pada saat harga pasar
dianggap berlebihan dan melebihi batas daya beli masyarakat(Satyana, E., Arif, M.,
Aslami, 2023).

Kebijakan pengendalian harga yang diterapkan untuk menjaga aksesibilitas
barang penting di pasar, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan
permintaan. Kebijakan ini sering digunakan untuk mencegah dampak buruk dari
monopoli, inflasi, atau kelangkaan barang. Jika ditetapkan terlalu rendah, harga eceran
tertinggi dapat memicu kekurangan (shortages) karena produsen enggan memproduksi
atau mendistribusikan barang dengan margin keuntungan rendah(Wafan et al., 2025).
Dalam buku "Public Finance and Public Policy”, Jonathan Gruber menjelaskan
bagaimana pemerintah menetapkan regulasi seperti Harga eceran tertinggi untuk
mengoreksi kegagalan pasar (market failure). Harga eceran tertinggi ini tidak hanya
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bergantung pada penetapan harga, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk
memastikan kepatuhan melalui sistem pengawasan yang efektif dan dukungan
infrastruktur yang memadai. Dengan demikian pemerintah perlu meninjau Kembali
dalam penetapan harga eceran tertinggi untuk diberlakukan di pasar seluruh Indonesia
karena akan bersinggungan dengan biaya produksi dan biaya distrisubusi kemudian
pengawasan dan sosialisasi perlu ditingkakan karena potensi terjadi kelangkaan (Wafan
et al., 2025).

Dari sudut pandang ekspor dan impor penerapan HET sering kali menghadapi
tantangan, terutama dengan adanya impor. Ketika barang impor dijual dengan harga lebih
rendah daripada HET yang ditetapkan, hal ini dapat mengganggu mekanisme pasar
domestik dan menyebabkan tekanan pada harga lokal. Produsen lokal sering kali
dirugikan karena mereka harus bersaing dengan harga impor yang lebih murah, yang
mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keberhasilan kebijakan HET sangat bergantung pada pengendalian volume impor dan
pengelolaan pasokan barang lokal secara strategis. Oleh karena itu, diperlukan upaya
yang terintegrasi antara kebijakan perdagangan dan pengelolaan harga untuk mencapai
keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kesejahteraan produsen lokal(Anang &
Husein, 2020)

Floor Price (Harga eceran terendah)

Floor price atau harga eceran terendah atau harga minimum adalah harga terendah
yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi masih lebih tinggi dari harga keseimbangan yang
berlaku. Penerapan harga minimum (Floor Price) oleh pemerintah dimaksudkan untuk
melindungi produsen (Satyana, E., Arif, M., Aslami, 2023). Harga eceran terendah yang
dilakukan oleh pemerintah biasanya adalah harga dimana produsen telah mengalami
keuntungan.

Penerapan kebijakan harga minimum dapat berupa persentase mark-up dari harga
pabrik untuk setiap level jalur distribusi. Sementara itu, kebijakan harga minimum di
Indonesia baru mulai diimplementasikan tahun 2018 yang mana bentuk kebijakan ini
berbeda dengan kebijakan harga minimum di negara lain (AS dan Malaysia), yaitu dengan
menetapkan batas harga minimum sebesar 85% dari harga jual eceran(Arifin et al., 2023).
Dengan menerapkan kebijakan harga minimum otomatis akan menambah surplus
produsen, tetapi akan mengurangi keuntungan ekonomi bagi konsumen. Contoh dari
Floor Price ini seperti Upah Minimun Provinsi (UMP) yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia.

Pajak Dan Subsidi
Pajak

Menurut mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum (Daryanti et al., 2024). Menurut Adriani, pajak merupakan iuran yang
sifatnya memaksa yang diberikan oleh negara, yang terhutang pada wajib pajak yang
membayarnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada, dengan tidak
mendapat hasil kembali secara langsung namun dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran negara yang sifatnya kepada fasilitas umum yang diselenggarakan
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pemerintah(Arrighi et al., 2022). Sedangkan menurut Annisa dan Dewi, kesadaran wajib
pajak adalah perilaku yang mencerminkan persepsi atau pandangan wajib pajak terhadap
pajak dan sistem perpajakan(Ahmad & Devyanthi, 2025).

Sistem perpajakan juga memiliki persyaratan dalam pemungutannya, berikut
syarat-syarat dalam pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia:

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) UUD
Pasal 23 Ayat 2
3. Tidak mengganggu perekonomian (ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Akbar et al., 2025).

Untuk menentukan harga pasar harus melihat dari tingkat modal dari usaha
tersebut, seperti biaya sewa dan pajak, jika pajak suatu barang yang dihasilkan cukup
tinggi maka harga juga akan lebih tinggi menyesuaikan modal dan keuntungan yang
didapatkan(Dwiratnaningrum, 2022). Menurut Surahman, pajak dalam Islam merupakan
salah satu bentuk muamalah di bidang ekonomi dimana fungsinya sebagai pemenuhan
negara yang dilakukan atau dibiayai oleh masyarakat secara kolektif. Umer Chapra
mengatakan bahwa pajak diperbolehkan selama harus dikumpalkan secara adil, tidak
diperbolehkan jika melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan dipergunakan demi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Arrighi et al., 2022). Salah satu macam pajak
yang ada pada masa zaman Rasulullah adalah pajak khums. Menurut Kadim Shadr pajak
khums adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan
kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas
penawaran(Badali, 2023).

Subsidi

Menurut Triest, Subsidi merupakan wujud dorongan yang diberikan oleh
pemerintah kepada sebagian warga yang bisa menurunkan harga yang dibayarkan oleh
konsumen buat suatu benda karena pemerintah membantu menurunkan biaya produksi.
Tujuan subsidi yaitu membantu mekanisme pasar agar lebih baik dengan metode yang
disediakan pemerintah untuk warga miskin serta kurang sanggup dan dengan mengoreksi
mekanisme kegagalan pasar dengan menghasilkan efisiensi alokasi benda serta
jasa(Carolina, 2022). Subsidi tidak hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi juga
membantu mempertahankan produksi barang dan jasa, mengoptimalkan hasil pertanian,
memperkuat sistem layanan masyarakat, dan menciptakan dukungan finansial untuk
sektor bisnis (Nabilah & Addainuri, 2025).

Beberapa orang mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan subsidi minyak
bumi untuk melindungi orang miskin. Di sisi lain, sebagian orang mengatakan bahwa
subsidi minyak bumi tidak secara efektif melindungi orang miskin karena orang kaya
dapat memanfaatkan harga minyak bumi yang rendah dan menyebabkan kelangkaan
minyak bumi yang dapat meningkatkan harga minyak bumi di pasar domestik (Sampe,
2023).

Kebijakan subsidi saat ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal karena
pemerintah selalu mengalokasikan anggaran negara untuk program subsidi. Kebijakan
subsidi juga diletakkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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Pemerintah perlu memberikan subsidi dengan hati-hati karena fungsi subsidi berguna
bagi pemerataan pembangunan. Subsidi juga dapat menjadi beban jika alokasinya
semakin besar namun kurang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keefektifan
subsidi bisa dilihat dari definisi barang publik (Carolina, 2022)

Tas’ir (Penetapan Harga) dalam Islam

Tas’ir dalam bahasa Arab berasal dari sa’ara, yusa’iru, tas’iiran, artinya
menentukan harga atau kesepakatan atas suatu harga (al ittifag ‘ala si 'rin). Menurut Imam
Ibnu ‘Arafah, Tas’ir adalah penetapan harga tertentu yang dilakukan penguasa kepada
penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu (Firmansyah, 2023). Menurut
istilah bahwa Tas ’ir adalah seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan
pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar
mereka menjual barang-barang dagangan sesuai dengan harga tersebut, dimana mereka
dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi
kemaslahatan umum (Sulthonuddin et al., 2025).

Cara penetapan harga ditentukan dengan melihat pada penyebabnya. Bila
penyebabnya adalah perubahan secara murni pada demand dan supply, mekanisme dari
pengendaliannya dilakukan dengan intervensi pasar. Sedangkan apabila disebabkan oleh
distorsi terhadap demand dan supply murni, mekanisme pengendaliannya akan dilakukan
melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan intervensi harga untuk
dikembalikannya lagi harga pada keadaan sebelum distorsi intervensi pasar dilakukan.
Terlebih lagi ketika pemerintahan menemukan bukti bahwa para pedagang banyak
menahan barang-barangnya (Suhardina & Sihotang, 2023).

Tujuan Tas’ir adalah untuk kemaslahatan. Disebutkan bahwa “tidak boleh
menjual dengan melebihkan atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan’” maka
dalam hal melebihkan harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan
pada manusia. Sedangkan menguranginya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak
membolehkannnya dalam waktu-waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini
dibolehkan karena sesuai dengan tujuan Tas’ir itu sendiri, yaitu memberikan manfaat
kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan
mereka, kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar
(Sulthonuddin et al., 2025).

Ibnu Taimiyah mengelompokkan persoalan penetapan harga menjadi dua, yaitu
penetapan harga yang tidak wajar dan tidak berdasarkan mekanisme pasar, serta
penetapan harga yang wajar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Terjadinya
penetapan harga yang tidak wajar dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan dan
penurunan penawaran secara drastis. Menurut Ibnu Taimiyah, lebih baik jika pemerintah
turut terlibat dalam penetapan harga. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah para
pedagang menetapkan harga seenaknya tanpa mempertimbangkan permintaan dan
penawaran. Setelah menetapkan harga acuan, pemerintah harus memastikan tidak ada
pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan ini ditujukan agar
kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga keadilan dalam mekanisme
pasar. Pendapat Ibnu Timiyah diperkuat oleh argument islahi 1997 yang mengatakan
bahwa, Jika kebijakan penetapan harga yang ditetapkan pemerintah mengandung unsur
ketidakadilan dan memaksa penjual untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan
hak dan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan tersebut dihukumi haram. Namun, jika
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tujuan penetapan harga adalah untuk menegakkan keadilan antar pelaku ekonomi dengan
cara menetapkan standar harga yang wajar serta mencegah praktik pengambilan
keuntungan secara berlebihan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan (Ansori et al.,
2024).

Menurut Warsito, Rasulullah Saw pernah menolak untuk menetapkan harga,
karena takut menzalimi manusia, khususnya pedagang. Hal ini disebabkan oleh penetapan
harga yang timbul dari kelangkaan karena adanya penimbunan. Menurut Sayyid Sabiq
penolakan Rasulullah Saw untuk menetapkan harga pada saat itu dikarenakan mekanisme
pasar berjalan normal, dimana kenaikkan harga disebabkan oleh kenaikkan demand
sementara supplynya berkurang. Hal ini akan berbeda jika adanya distorsi, seperti adanya
ihtikar/penimbunan, gharar, dan lain-lain. Ketika ada distorsi dalam pasar, maka
dimungkinkan Rasulullah Saw akan mengintervensi pasar, sebagaimana dalam kasus
penetapan harga hamba-sahaya. Intervensi dapat dilakukan untuk menjaga kemaslahatan
masyarakat, dan telah mendapat masukan dari para ekonom dan cendikiawan yang paham
akan hal itu. Adanya penetapan harga yang dilakukan Rasulullah Saw menunjukkan
bahwa hadis larangan 7as'ir bukanlah merupakan pelarangan yang mutlak. Ketika
pedagang menjual di atas harga yang layak (zsaman al-mitsli), maka pemerintah boleh
melakukan intervensi. Begitupun ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, maka
pemerintah dibolehkan untuk menetapkan harga (Baharudin & Islamy, 2021).

KESIMPULAN

Kesejahteraan pasar ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan konsumen
dan penawaran produsen, yang diukur melalui sistem surplus ekonomi. Surplus ekonomi
terbagi menjadi dua yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen
merupakan keuntungan yang didapat pembeli karena membayar harga di bawah kerelaan
membayar mereka, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan bagi penjual karena
menerima harga di atas ekspektasi penjualan mereka.

Pemerintah memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan keadilan
pasar melalui berbagai kebijakan pengendalian harga. Kebijakan Peiling price (harga
eceran tertinggi) diterapkan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu mahal,
sementara Floor Price (harga minimum) bertujuan melindungi produsen dari kerugian
akibat harga yang terlalu rendah. Selain itu, pajak digunakan sebagai sumber pendapatan
negara untuk membiayai fasilitas publik, sementara subsidi diberikan untuk menurunkan
biaya produksi dan harga jual guna meringankan beban masyarakat serta memperkuat
sektor-sektor strategis.

Dalam perspektif ekonomi islam, intervensi pemerintah terhadap harga dikenal
dengan istilah Tas’ir. penerapan Tas'ir diperbolehkan sebagai instrumen pelengkap untuk
mencegah praktik eksploitasi, monopoli (ihtikar), dan ketidakadilan pasar. Melalui
penetapan harga yang adil, pemerintah berupaya memastikan bahwa mekanisme pasar
tetap berada pada koridor kemaslahatan umat, sehingga keseimbangan yang tercipta tidak
hanya efisien secara ekonomi tetapi juga memenuhi prinsip keadilan sosial.
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